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BUPATI BURU

KEPUTUSAN BUPATI DURU
NOMOR 431 Z /82 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASBAR ISLAM

TERPADU DINA UMAT KECAMATAN NAMLEA -
DUPATI BURU,

1. bahwa dalam rungka mempescepat peluksapang, Otonoml Oldang

]

Pendidikan ¢i Kabupaten Buru ciperiurkan ?ﬂhﬁl[ﬂt-ll}ﬁ:
dukungan dari semua plhek termasuk membuka e o
Dasar Islam Terpadu Tahu 2013 di Kabupaten Bur‘:il'l.l lea
menetapkan lzin Operasions ekolah Dasar Islam Terpa

Umat di Kecamatan Namlea:

- bahwa Sckoluh: Dasur Islc  Terudu Bina Umat scbagaimina

dimaksud pada lampiren K Lutusan inl dipandany rnu.mp!.;l d‘:}
mmemenuhl syaral untuk . letapkan sebaga) lzin _ﬂpfm. on
Sekoleh Dasar Islam Terpadu Bina Umat Kecamatan Namlea;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
hurufl a dan b, diutas perju menctapkan Keputusan Bupatl Buru
tentany lzin Operusional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Umat
Recamatan Namlea,

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Pravins: Maluku Utara, Kabupaten Bury dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republix Indonesis Tehun 1999
NHomor 17s, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indunesia
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2000 tentang Perubaha Atas
Undang-Undang Nomor <6 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3961); * .

- Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

‘J.

Pendldikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia
Nomor $301);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacruoh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
125 Tambakun Lembaran Negara Nomer 4537, stbagaunana
telah divbah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan redua Atas Jndang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor G844,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Penimbangan
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Duerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan
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Memperhatikan
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Lemibaran Wegara Numor 126, Tambehien Lembaran Negara
Republik Indones Nomor +428),

. Undm;-b‘ndu:g fwomor 12 Tahun 2011 tentivig Pembeniykan
Pernturan - Undang-Undangan (Lembasan  Negara  Repubyy
Indonesin Mumor 82, Tambahan Lembtagan Negara Repubiiy
Indunesia Nomer 3234);

- Permturan Pemenatay Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendldikan
Dasar (Lembarun Negary Republlk ndonesla Namor 36, Tambahan
Lembaran Negara Repablil Indonesla Nomor 3412);

. Peratyran Pewerintaly Nomar 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nusionud Pendldikan llembaran Negura Repubillk Inconesla Taliun

2005 Nomor 41, Tambaran Lembaran Negaru Republik Indonesla
Nomaor 4454 ,

+ Peruturun Pemenintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemlagien
Urusan Pemerintatins Antara Per::erlnmh.'i"rr_.':_grin!n.hun Daerah
Provinsi ¢an Pemerintatan Daerun Kabupaten/Kota (Leniburun
Negara Republlk Indonesis Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Megura Republik Indonesia Nomor 4437),

Peraturan Pemenintad Namos 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaun
gan Penyelenggnraan Fendidikan sebagalmana diubah dengan
Peraturan Pemerinta, Womar 66 Tahun 2010 {Lemburon Neguru
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tumbahen Lenibarun
Negara Republik Indanesin Nomor 5157);

Feraturan Menten Pendidilan Masionad Nomor 22 Tuhun 2006
tentang Standar Is p Gdldlenn Dasar dan Menengnh;

Peraturan Mentert Pendidikan Naslona! Nomor 20 Tahun 2007
lentang Standar Penilalan Pendidikan;

. Peraturan Menteri Fendidikan Nusional Komar 15 Tahur 2010

lentang  Standar  Pelayanan Mintmal  Pendidikan ¢l
Rabupaten/Kota: -

Pertluran Pemesntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Swandar

Operasional  Non Personalia  uniyk SDfNL,  SMIYMTs,
SMA/MA/SMALR:

Peraturan Daerah Rabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 fentang
Pembentuxan Organisas! dan Tam Kerja Dinas Pendidivan dan
Rebudayaan Kabupaten Bury (Lembaran Daerah Kabupaten Bury
Tahun 2008 Nomor 03);

Peraluran Daerph Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD] ruhun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bury Tahun 2012
Nomor 27);

Peraturan Hupati Bure Nomor 19 Tahun 2008 Tentanpg Jraiun
Tugas Jabatan Strulseral dan Jabatan Fungsiona) Umum Dinas
Pendldikan dan Rebudayaan Kabupaten By
Peraturan Bupau Bury Nomar 91 Tahun 2012 Tentang Penjubaran
Fendapatan dan Belanja Daeruh (APBD| Kabupaten Bury Tahun

Anggarun 2013 (Herita Daeran Rabupaten Bury Tahun 2012
h‘o_mur 121);

*

* Surat Yayasan Bing Umat Nomor - 001/E/SDIT/X1/2013.
MEMUTUSKAN ’

Memberikan Lzin Opcrasional Sckalah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
Binu Umat Keeamutan Namlea, yung kegiatun pembelajwannya
dimulal Tahun Pelajaran 2012/2013. .
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